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Bismillahirahmanirrahim,  

Atas berkat rahmat Allah Swt dengan di dorong oleh keinginan luhur dan 

berkat do’a kedua orang tua, penyusunan buku “Hukum Pidana Khusus 
dalam Perkembangan” ini dapat diterbitkan.  Buku ini terdiri dari berbagai 

topik perkembangan hukum pidana yang terdiri dari terorisme, cyber, wanita 

dan anak. Beberapa tulisan merupakan tulisan yang sudah diterbitkan di 

berbagai jurnal akan tetapi ada juga tulisan yang baru dan belum pernah 

dipublikasikan. Masalah terorisme, di satu sisi mendapat perhatian luas baik 

nasional maupun internasional, tapi pada sisi lain upaya pemberantasan 

tindak pidana terorisme transnasional selalu berbenturan dengan yurisdiksi 

kriminal suatu negara. Akibatnya beberapa pelaku tindak pidana terorisme 

lolos dari jeratan hukum karena sistem hukum antar negara berbeda-beda. 

Apabila dua atau lebih negara merasa berhak menerapkan yurisdiksi hukum 

nasionalnya tanpa adanya perjanjian ektradisi, suatu negara dapat menolak 

eksekusi negara lain. Suatu negara dapat menerapkan hukum nasionalnya 

dan pelaku tindak pidana terorisme tidak kehilangan hak untuk mencari 

upaya hukum, meskipun tetap tidak dapat menghindar dari pengadilan 

internasional. 

Perkembangan teknologi diikuti oleh bentuk-bentuk kejahatan baru salah 

satunya cyber crime yang mendorong pemerintah untuk membuat Undang-

undang baru karena Undang-undang yang ada tidak mampu menjawab 

permasalahan yang ada baik dari pembuktian maupun pemberantasannya, 

dipandang perlu untuk menambah frasa pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP 

tentang perluasan alat bukti petunjuk. Disamping masalah terorisme dan 

cyber crime, perempuan dan anak juga menjadi focus buku ini. Perempuan 

dan anak yang secara tersirat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 I ayat (1) dan (2) telah 

diimplementasikan di semua Undang-Undang organik bahkan tentang pidana 

anak Pemerintah bersama sama dengan DPR sudah mensyahkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 

diikuti oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 sebagai 

rujukan bagi penegak hukum di seluruh Indonesia.  

Ungkapan terima kasih setinggi-tingginya Kepada Prof. Dr. Komariah 

Emong Sapardjaja, S.H. Yang telah memberikan arahan judul buku ini serta 

Prof. Dr. Anna Erliana, M.Si. Yang telah memberi arahan susunan bab-bab 
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penulisan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu 

dosen Program Doktor Fakultas Hukum Univesitas Padjadjaran Yang telah 

memberikan ilmu kepada penulis.   

Kebaikan Bapak, Ibu, dan Saudara/i akan selalu hidup dalam ingatan 

penulis, semoga Allah SWT memberikan pahala atas segala jasa, bantuan, dan 

pengorbanan dari Bapak, Ibu dan Saudara/i, dan penulis berharap semoga 

buku ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Aamiin.  

 

Fattaqulloha mastatho’tum, Billahi fii sabilill haq, assalamu’alaikum Wr. Wb.  
 

 

 

Bandung, Mei 2023 

 

 

 

 

Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H. 

Dr. Dede Kania, S.H., M.H.  
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PEMBANGUNAN HUKUM  

DALAM PEMBERANTASAN  

TINDAK PIDANA TERORISME   

 
Oleh: Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H. 1 

  

Secara etimologis, kata “teror” berasal dari bahasa Latin “terrere” yang 

dalam bahasa Inggris diterjemahkan “to fright”, dalam bahasa Indonesia 

berarti “menakutkan” atau “mengerikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

menterjemahkan terorisme sebagai: ”Penggunaan kekerasan untuk 
menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama 

tujuan politik); praktek-praktek tindakan teror”.  Black’s Law Dictionary 

menterjemahkan Terrorism:2  “ the use or threat of violence to intimidate or 

cause panic, especially as a means of affecting political conduct”. 
(Penggunaan atau ancaman kekerasan untuk mengintimidasi atau 

menyebabkan kepanikan, terutama sebagai sarana mempengaruhi perilaku 

politik). Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman teroris adalah suatu 

ancaman kejahatan yang disertai kekerasan dengan tujuan untuk: (i). 

Mengintimidasi pihak lain; (ii) menyebabkan pengevakuasian suatu gedung, 

fasilitas, atau fasilitas transportasi publik; (iii) menyebabkan ketidakamanan 

dan ketidaknyamanan.  

 
1 Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar 

Bali, Dosen pada Fakultas Hukum Uiniversitas Wiralodra Indramayu Jawa Barat dan STIH 

Pertiba  Pangkal Pinang  Kepulauan Bangka Belitung. 
2 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, America:  Seventh Edition, West Group, 1990, 

hlm. 1484  
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PENERAPAN YURISDIKSI KRIMINAL  

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 

TAHUN 2003 TERHADAP PERKARA TINDAK 

PIDANA TERORISME TRANSNASIONAL 

 
Prof. Dr. La Ode Husen, S.H, M.H. & Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.85   

 

A. PENDAHULUAN 

Menurut catatan sejarah, aksi teror, seperti pengeboman, pembunuhan 

terhadap para pengusaha Eropa, menteri dan termasuk Tsar Alexander II dan 

Austrian Archduke di Sarajevo, telah terjadi sejak revolusi Perancis (1793-

1794). Kejadian ini adalah merupakan awal timbulnya Perang Dunia I.86 Pada 

periode Perang Dunia II, tindakan teroris juga banyak terjadi, seperti yang 

dilakukan oleh Hitler dengan kelompok Nazinya, dan oleh Jepang terhadap 

negara-negara Asia. Selama Perang Dunia II, terorisme digantikan oleh 

berbagai perlawanan sisa-sisa pergerakan Eropa dan Asia menghadapi Nazi 

 
85 Gurus Besar Fakultas Hukum UMI Makassar & Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan 

Tinggi Bali, Dosen Fakultas Hukum Wiralodra Indramayu dan STIH Pertiba Pangkal Pinang 

Kepulauan Bangka Belitung  

email: laode_husen@yahoo.co.id /ihat_s2001@yahoo.com 
86 Michael F. Noone and Yonah Alexander, Cases and Materials on Terrorism Three 

Nations Response,(Global Terrorism), Netherlands:  Kluwer Law International, 1993, hlm. 517, 

Lihat Pula Benjamin B. Ferencz, International Criminal Court:  The Legacy of Nuremberg, Pace 

International Law Review, Article 9, Volume 10, Issue 1, Summer 1998, hlm. 4.  
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KLARIFIKASI PENGADILAN  

SEBAGAI PRASYARAT BUKTI  

AWAL PENYIDIKAN PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA TERORISME 109  

 
Oleh: Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.110  

 

Mencermati UU No. 15 Tahun 2003 sebagai ketentuan dasar yang 

menjadi dasar operasional dari upaya penanggulangan kejahatan terorisme, 

bahwa pembentuk UU mengamanatkan melibatkan lembaga intelijen sebagai 

bagian yang memiliki peran untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap 

teroris. Ketentuan ini seperti tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6 yang selengkapnya berbunyi: 

“untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat 
menggunakan setiap laporan intelijen”.   

Rumusan ketentuan tersebut menempatkan posisi intelijen yang diberi 

wewenang untuk membantu penyidik dalam memperoleh bukti awal. Maka, 

posisi intelijen dalam acara peradilan khusus tindak pidana terorisme adalah 

sebagai penyelidik meskipun tidak disebut secara tegas dalam KUHAP. 

Spesifikasi hukum acara tentang kekuatan alat bukti intelijen pada tindak 

pidana terorisme harus dilakukan melalui proses pemeriksaan oleh Ketua 

 
109 Pernah dimuat di Varia Peradilan No. 364 Maret 2016 ISSN International Standard 

Serial Number No. 0215-0247 halaman 49 -61 
110 Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Denpasar Bali, Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Wiralodra Indramayu Provinsi Jawa Barat dan STIH Pertiba Pangkal Pinang  

Kepulauan Bangka Belitung  
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PEMBUKTIAN CYBER CRIME  

DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA113 

 
Oleh: Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H. 114 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi dan Ilmu pengetahuan khususnya mengenai 

teknologi elektronik telah menimbulkan pengaruh dalam seluruh aspek 

kehidupan manusia dan kegiatannya di masyarakat, termasuk dalam aspek 

hukum. Penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi (hubungan) secara 

global telah menumbuhkan tantangan-tantangan positif bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan itu sendiri baik dalam hubungan masyarakat regional, nasional 

bahkan internasional. Di samping menimbulkan pengaruh positif juga 

memiliki sisi gelap apabila dampak dari kemajuan tadi tidak diikuti dengan 

kemampuan bagaimana cara mengoperasionalkan dan tidak tersedianya 

pengaturan (perangkat hukum) untuk sebagai pembatasan bagi penggunaan 

(fungsi) teknologi itu sendiri. 

Teknologi elektronik seperti penggunaan komputer dan internet sebagai 

sarana informasi terlihat nyata telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk 

melakukan berbagai aktifitas dalam pergaulan hidupnya di masyarakat, 

bahkan teknologi ini sering dikatakan oleh sebagian orang sebagai media 

tanpa batas (dunia maya). Hal demikian didasarkan atas pengetahuan kita 

 
113 Pembuktian Cyber Crime dalam Hukum Pidana Indonesia, pernah diterbitkan pada 

Jurnal Info Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Edisi 1 Januari-Maret 2011, 

ISSN 2088-3005, hlm. 8-10. 
114 Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Bali, Dosen Fakultas Hukum Universitas 

Wiralodra Indramayu Jawa Barat dan STIH Pertiba Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung  

BAB  

4 



 

Pembuktian Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia | 115 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi 

revisi, 2004.   

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan 

Pengembangan Hukum Pidana, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1998. 

-------, Pokok pokok pemikiran (ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, 

Makalah Seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, 

diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan Undiv, Semarang, 

pada tanggal 27-27 April 2004.  

-------, Antisipasi Penanggulangan “Cyber Crime” Dengan Hukum Pidana, 

Seminar Nasional Cyber Law, diselenggarakan di Bandung pada tanggal 

9 April 2001. 

Heru Soepraptomo, Kejahatan Komputer dan Siber serta antisipasi 

Pengaturann Pencegahan Di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum 

Perikatan, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.  

Komariah Emong Sapardjaya, Dampak Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Terhadap pembentukan Asas-Asas Hukum Pidana, Seminar tentang 

Asas-Asas Hukum Pidana Nasional diselenggarakan oleh BPHN dan 

Undip Semarang, tanggal 26-28 April 2004. 

--------, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana 

Indonesia, Alumni, Bandung. 

Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987,   

R. Subekti, Hukum pembuktian, Pradya Paramita, Jakarta, 1978. 

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara perdata Indonesia, Leberty, Jogjakarta, 

1982, 

 

  



 

 

 

 
 

PIDANA MATI DALAM SISTEM  

PERADILAN PIDANA INDONESIA125 

 
Oleh: Dr. Dede Kania, S.H., M.H.126  

 

A. LATAR BELAKANG 

Pidana mati selalu menjadi perhatian berbagai pihak baik dalam putusan 

maupun pelaksanaan eksekusinya karena pidana mati berkaitan erat dengan 

hak hidup terpidana dan keluarga yang ditinggalkannya, beberapa Negara 

sudah banyak yang menghapus pidana mati, akan tetapi masih ada juga 

Negara-negara yang masih menganut termasuk Negara Indonesia. Baik yang 

diatur dalam KUHP maupun yang tersebar dalam Undang-Undang Tindak 

Pidana Khusus bahkan dalam RUU-KUHP tahun 2015 masih diatur dengan 

limitasi 10 tahun pidana yang dijalani dapat di kurangi menjadi pidana 

seumur hidup apabila menunjukkan sikap yang baik seperti Ali Gufron pelaku 

tindak pidana terorisme yang bersikap proaktif memberi informasi kepada 

penyidik kepolisian atau kasus Edy Sampak yang melakukan pembunuhan 

berencana yang berperilaku baik selama dalam tahanan sehingga menjadi 

hukuman seumur hidup.    

Cita Politik hukum pidana mati diartikan sebagai arah kebijakan hukum 

(legal policy) tentang pidana mati yang mencakup kebijakan negara tentang 

bagaimana hukum tentang pidana mati itu telah dibuat dan bagaimana pula 

seharusnya hukum tentang pidana mati itu dibuat.127 Pidana mati selalu ada 

 
125 Revisi dari tulisan cita Politik Hukum Pidana Mati di Indonesia  
126 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Bandung Jawa Barat  
127 Pengertian ini disandarkan pada definisi konsep tentang politik hukum, Moh. Mahfud 

MD., Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001, hlm. 9 
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FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

dekan_0607@yahoo.co.id 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Permasalahan hak asasi bagi seorang narapidana penting untuk diteliti. 

Karena, di lembaga pemasyarakatan (Lapas), narapidana dibatasi kebebasan 

bergeraknya180, hal ini menimbulkan akibat negatif berkenaan hilangnya 

kemerdekaan. Terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti 

terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang tersebut, hal ini 

menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarganya181. 

Narapidana dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) Indonesia, 

bukan saja sebagai obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari 

manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau 

kekhilafan yang membuatnya harus dipidana. Pemidanaan ditujukan untuk 

 
180 P.A.F.  Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012, hlm. 54 
181 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan 

Penerbit UNDIP, 1996, hlm. 44. 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 

TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  

 
Dr. Dede Kania, S.H., M.H.193 

 

A. PENDAHULUAN 

AAL, seorang anak usia 15 tahun, diputus dan dinyatakan bersalah atas 

kasus pencurian sendal194. Walaupun AAL dihukum dengan dikembalikan 

kepada keluarga, tetap saja proses hukum yang panjang dan cukup lama, 

yang telah dilewatinya telah membuatnya trauma. Selain AAL, ada Raju195  

belum genap berusia 8 tahun, yang mengalami proses hukum karena 

perkelahian kepada teman sebayanya, harus duduk di kursi pesakitan dan 

pernah mengalami penahanan bersama orang dewasa. Begitu juga dengan 

kasus kakak beradik yang meninggal di sel tahanan Polsek Sijunjung, Padang, 

akibat mencuri kotak amal196. Pada Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bali 

Nomor 1/PID.SUS.ANAK/2006/PT.DPS atas nama terdakwa Putu Karma Yasa 

17 Tahun telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap 

korban berusia 14 tahun. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan 

 
193 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Bandung Jawa Barat  
194  http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=884:pasca-kasus-sandal-jepit-aal, 

akses tanggal 20 November 2013. 
195 Melani, Restorative Justice Ala Pontren Perlu Dikembangkan, Jurnal Restorasi, Edisi 

VII/Volume II, 2006, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), hlm. 6. 

 196  Pn-medankota.go.id/v2/index.php/publikasi/berita/187-kasus-anak, diakses 

tanggal 20 Oktober 2013. 
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